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BAB V 

PENUTUP 

 

6.1 Kesimpulan 

Proses evaluasi implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan pada 

52 Laporan Keuangan SKPD dilakukan dengan membandingkan LK SKPD 

dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kemudian dinilai dalam hal 

pengklasifikasian, pengakuan, pengukuran dan pengungkapan. Selanjutnya dari 

proses evaluasi tersebut dapat diambil beberapa kesimpulan diantaranya: 

1. Indeks yang dicapai oleh 52 SKPD paling rendah 74,12% adalah 

laporan keuangan Dinas Koperasi & UMKM, indeks ini menunjukkan 

bahwa kriteria SAP hanya mampu diimplementasikan oleh Dinas 

Koperasi & UMKM sebanyak 63 kriteria dari 85 kriteria yang 

seharusnya diimplementasikan, sedangkan indeks paling tinggi dengan 

nilai 92,00% adalah laporan keuangan Inspektorat, indeks ini 

menunjukkan bahwa Inspektorat mampu mengimplementasikan 69 

kriteria SAP dari 75 kriteria yang seharusnya diimplementasikan; 

2. Klasifikasi tingkat implementasi SAP pada LK SKPD Kota Padang TA 

2014 terdiri dari 6 kelas meliputi:  

  (1) Kelas Sangat Baik, dengan interval 89,07% sampai dengan 92,05% 

ada 3 SKPD yaitu: Inspektorat, Dinas Kesehatan, DPKA.  

  (2) Kelas Baik, dengan interval 86,08% sampai dengan 89,06% ada 9 

SKPD yaitu: Kecamatan Padang Timur, Bapedalda, Dinas Pendidikan, 

Sekretariat Daerah, Dinas Pekerjaan Umum, Kecamatan Padang Barat, 

Kecamatan Koto Tangah, Dinas Sosial dan Tenaga Kerja, Dinas 
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Perhubungan Komunikasi dan Informasi. 

  (3) Kelas Cukup Baik, dengan interval 83,09% sampai dengan 86,07% 

ada 10 SKPD yaitu: Badan Kepegawaian Daerah, Dinas Pasar, 

Kelurahan Gunung Pangilun, Kecamatan Padang Utara, Kelurahan 

Parupuk Tabing, Dinas Kelautan dan Perikanan, RSUD, Dinas 

Kebudayaan dan Pariwisata, Badan Penanggulangan Bencana dan 

Pemadam Kebakaran, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. 

  (4) Kelas Kurang Baik, dengan interval 80,10% sampai dengan 83,08% 

ada 12 SKPD yaitu: Kantor Kesbangpol, Bappeda, Kecamatan Pauh, 

Kelurahan Jati Baru, Disperindagtamben, Dinas Tata Ruang dan Tata 

Bangunan, Badan Penanaman Modal & Pelayanan Perizinan Terpadu, 

Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan & KB, Kecamatan 

Nanggalo, Kantor Satpol PP, Dinas Kebersihan dan Pertamanan, 

Kelurahan Olo. 

  (5) Kelas Sangat Kurang Baik, dengan interval 77,11% sampai dengan 

80,09% ada 12 SKPD yaitu: Kelurahan Teluk Kabung Utara, 

Kelurahan Korong Gadang, Sekretariat DPRD, Kecamatan Bungus 

Teluk Kabung, Kecamatan Lubuk Kilangan, Dinas Pertanian 

Peternakan Perkebunan dan Kehutanan, Kecamatan Padang Selatan, 

Kantor Ketahanan Pangan, Kelurahan Batu Gadang, Kelurahan 

Belakang Pondok, Kecamatan Lubuk Begalung, Kantor Arsip 

Perpustakaan dan Dokumentasi. 

  (6) Kelas Buruk, dengan interval 74,12% sampai dengan 77,10% ada 6 

SKPD yaitu: Dinas Pemuda dan Olahraga, Kelurahan Pengambiran 
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Ampalu, Kelurahan Surau Gadang, Kelurahan Cupak Tangah, 

Kecamatan Kuranji, Dinas Koperasi dan UMKM. 

3. Berdasarkan klasifikasi tersebut dapat disusun prioritas SKPD yang 

harus mendapatkan pendampingan dalam penyusunan laporan keuangan. 

Urutan prioritas dimulai dari kelas Buruk, kelas Sangat Kurang Baik 

dan kelas Kurang Baik dengan jumlah 30 SKPD. Lebih lanjut, 

SKPD yang harus mendapatkan pendampingan/asistensi meliputi: 1) 

Dinas Koperasi & UMKM (74,12%); 2) Kecamatan Kuranji (75,00%); 3) 

Kelurahan Cupak Tangah (75,64%); 4) Kelurahan Surau Gadang (75,64%); 

5) Kelurahan Pengambiran Ampalu (76,92%); 6) Dinas Pemuda & 

Olahraga (77,01%); 7) Kantor Arsip Perpustakaan & Dokumentasi 

(77,33%); 8) Kecamatan Lubuk Begalung (77,50%); 9) Kelurahan 

Belakang Pondok (77,50%); 10) Kelurahan Batu Gadang (77,50%); 11) 

Kantor Ketahanan Pangan (77,78%); 12) Kecamatan Padang Selatan 

(78,21%); 13) Dinas Pertanian Peternakan Perkebunan dan Kehutanan 

(78,57%); 14) Kecamatan Lubuk Kilangan (78,75%); 15) Kecamatan 

Bungus Teluk Kabung (78,75%); 16) Sekretariat DPRD (79,01%); 17) 

Kelurahan Korong Gadang (80,00%); 18) Kelurahan Teluk Kabung Utara 

(80,00%); 19) Kelurahan Olo (80,25%); 20) Dinas Kebersihan & 

Pertamanan (80,46%); 21) Kantor Satpol PP (80,77%); 22) Badan 

Pemberdayaan Masyarakat Perempuan & KB (81,25%); 23) Kecamatan 

Nanggalo (81,25%); 24) Badan Penanaman Modal & Pelayanan Perizinan 

Terpadu (81,82%); 25) Dinas Tata Ruang & Tata Bangunan (82,02%); 26) 

Dinas Perindustrian Perdagangan Pertambangan dan Energi (82,02%); 27) 
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Kecamatan Pauh (82,50%); 28) Kelurahan Jati Baru (82,50%); 29) Bappeda 

(82,50%); 30) Kantor Kesbangpol & Linmas (82,67%); 

4. Berdasarkan hasil wawancara, kendala yang dihadapi oleh SKPD 

dengan capaian indeks implementasi rendah adalah kurangnya SDM 

dengan latar belakang pendidikan akuntansi dan keuangan baik dari sisi 

kualitas maupun kuantitas. Di samping itu ada indikasi rendahnya kinerja 

SKPD dikarenakan rendahnya kualitas SDM dan pengalaman yang dimiliki 

oleh PPK (Pejabat Penatausahaan Keuangan), PPTK (Pejabat Pelaksana 

Teknis Kegiatan), dan Bendahara Pengeluaran SKPD dalam 

mengimplementasikan peraturan perundangan terkait dengan pengelolaan 

keuangan daerah dan penyusunan laporan keuangan. 

 

6.2 Keterbatasan 

Proses evaluasi implementasi SAP dalam penelitian ini memiliki 

beberapa keterbatasan, diantaranya: 

1. Evaluasi tidak mencakup suatu pengujian atas kebenaran substansi 

dokumen sumber seperti perjanjian kontrak pengadaan barang/jasa, bukti 

pembayaran. Selain itu juga evaluasi ini tidak bertujuan untuk 

memperoleh keyakinan terbatas seperti pada reviu laporan keuangan 

ataupun untuk memperoleh keyakinan yang memadai seperti pada 

pemeriksaan laporan keuangan. Akan tetapi hasil evaluasi ini bisa 

digunakan sebagai salah satu instrumen dalam melakukan reviu Laporan 

Keuangan. 

 



 

5 

 

2. Penilaian terhadap kriteria pengukuran dan pengakuan hanya didasarkan 

pada Catatan atas Laporan Keuangan terutama dalam Kebijakan 

Akuntansi saja, penulis tidak melakukan prosedur yang lain seperti 

pengecekan tanggal pengakuan, penghitung harga perolehan, pengecekan 

mutasi aset. Jadi ketika suatu LK SKPD mencantumkan kebijakan 

akuntansi dalam CaLK, maka nilai/skor untuk pengukuran dan 

pengakuan adalah 1, jika tidak ada diberi skor 0. 

 

6.3 Saran 

  Saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut: 

1. Pemerintah Kota Padang dalam hal ini adalah Inspektorat berkoordinasi 

dengan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset untuk segera 

melaksanakan pendampingan/asistensi terhadap 30 SKPD yang memiliki 

indeks implementasi sangat rendah. 

2. Inspektorat diharapkan dapat melakukan evaluasi implementasi SAP 

pada LK SKPD secara kontiniu, karena informasi yang dihasilkan 

sangat bermanfaat dalam melaksanakan kegiatan reviu LK SKPD 

dan kegiatan monitoring implementasi SAP pada LK SKPD, sehingga 

kedepan diharapkan semua SKPD mampu mengimplementasi semua 

kriteria SAP yang diharuskan, sehingga menghasilkan Laporan Keuangan 

yang relevan dan andal. Selanjutnya, penyusunan LKPD menjadi lebih 

mudah serta tertib adminitrasi keuangan dapat dicapai baik pada level 

SKPD maupun pada level SKPKD. 
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3. Inspektorat dan DPKA perlu melakukan koordinasi dengan Badan 

Kepegawaian Daerah dan Kepala SKPD, terkait dengan mutasi 

pegawai. Personil atau staf penyusun laporan keuangan yang sudah 

mendapatkan pendampingan atau yang sudah mampu menyusun 

laporan keuangan tidak dimutasi ke bidang atau bagian lain yang tidak 

relevan dan dibebankan tupoksi yang lain. Hal ini tentu saja akan 

mengakibatkan pendampingan yang sudah dilakukan oleh Inspektorat 

dan DPKA menjadi tidak efektif. 

4. Pemerintah Kota Padang diharapkan lebih bijaksana dalam membuat 

kebijakan terkait perubahan struktur organisasi karena dengan 

adanya perubahan struktur organisasi akan menimbulkan kesulitan 

tersendiri dalam proses pengelolaan keuangan daerah dan penyusunan LK 

SKPD maupun LKPD.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


